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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas diplomasi maritim dalam meningkatkan 
pertahanan laut di kawasan Indo-Pasifik, sebuah wilayah yang semakin strategis dalam geopolitik 
global. Kawasan ini menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim, termasuk sengketa 
teritorial, perompakan, dan penyelundupan. Diplomasi maritim, melalui kerja sama internasional 
dan regional, dianggap sebagai salah satu strategi utama untuk mengatasi masalah ini. Metode 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, serta analisis 
dokumen kebijakan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi maritim 
telah berhasil meningkatkan kerja sama multilateral dan memperkuat mekanisme keamanan 
maritim di Indo-Pasifik. Inisiatif seperti latihan militer bersama, pertukaran informasi, dan 
perjanjian maritim regional terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kapabilitas 
pertahanan laut negara-negara di kawasan tersebut. Namun, penelitian juga menemukan 
beberapa hambatan, termasuk perbedaan kepentingan nasional, ketegangan geopolitik, dan 
keterbatasan sumber daya. Meskipun terdapat tantangan, diplomasi maritim berperan signifikan 
dalam memperkuat pertahanan laut di kawasan Indo-Pasifik. Untuk meningkatkan efektivitasnya, 
diperlukan koordinasi yang lebih erat antara negara-negara kawasan, serta dukungan dari 
komunitas internasional. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas institusi 
maritim, peningkatan transparansi dan komunikasi antar negara, serta penguatan kerangka kerja 
hukum maritim internasional. 

Kata Kunci: Diplomasi Maritim, Indo-Pasifik, Pertahanan Laut. 

 

 

 

 

                                                           
*Correspondence Address : danielanafa@gmail.com 
DOI : 10.31604/jips.v11i9.2024. 3589-3599 
© 2024UM-Tapsel Press 

 

http://u.lipi.go.id/1482814311
http://u.lipi.go.id/1476348562


NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11 (9) (2024): 3589-3599 
 

 

3590 
 

PENDAHULUAN 
Kawasan Indo-Pasifik memiliki 

peran penting dalam geopolitik global, 
karena merupakan wilayah strategis 
yang menghubungkan Samudra Hindia 
dan Samudra Pasifik, serta menjadi jalur 
utama perdagangan dunia. Sekitar 60% 
dari perdagangan maritim dunia 
melewati wilayah ini, menjadikannya 
sebagai pusat vital ekonomi global 
(Kaplan, 2014). Negara-negara di 
kawasan Indo-Pasifik, termasuk China, 
Jepang, India, dan Indonesia, memiliki 
kepentingan strategis yang signifikan 
dalam menjaga stabilitas dan keamanan 
maritim di wilayah ini. Ancaman 
keamanan maritim di kawasan Indo-
Pasifik sangat beragam, mulai dari 
sengketa teritorial hingga kegiatan ilegal 
seperti perompakan, penyelundupan 
narkoba, dan perdagangan manusia. 
Sengketa teritorial yang melibatkan 
beberapa negara di Laut China Selatan 
menjadi salah satu ancaman terbesar 
yang mengganggu stabilitas regional. 
China mengklaim hampir seluruh 
wilayah Laut China Selatan berdasarkan 
peta sembilan garis putus-putus (nine-
dash line), yang bertentangan dengan 
klaim beberapa negara ASEAN seperti 
Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei 
(Thayer, 2019). Konflik ini memicu 
ketegangan militer dan meningkatkan 
risiko konfrontasi di wilayah tersebut. 

Perompakan juga menjadi 
ancaman serius di kawasan Indo-Pasifik, 
khususnya di Selat Malaka dan perairan 
sekitar Somalia. Selat Malaka merupakan 
salah satu jalur pelayaran tersibuk di 
dunia, dan tindakan perompakan di 
wilayah ini dapat mengganggu arus 
perdagangan global. Laporan dari 
International Maritime Bureau (IMB) 
menunjukkan peningkatan insiden 
perompakan di wilayah ini dalam 
beberapa tahun terakhir (IMB, 2020). 
Selain itu, penyelundupan narkoba dan 
perdagangan manusia melalui jalur 
maritim juga menambah kompleksitas 
ancaman keamanan di kawasan ini. 

Dalam menghadapi tantangan-tantangan 
ini, diplomasi maritim memainkan peran 
yang sangat penting. Diplomasi maritim 
mencakup berbagai upaya dan inisiatif 
diplomatik yang dilakukan oleh negara-
negara untuk mengelola dan mengatasi 
masalah keamanan maritim melalui 
kerja sama internasional dan regional. 
Salah satu contoh sukses diplomasi 
maritim adalah Code of Conduct (COC) di 
Laut China Selatan yang diinisiasi oleh 
ASEAN dan China. Meskipun belum 
sepenuhnya diimplementasikan, COC ini 
bertujuan untuk mengurangi ketegangan 
dan mencegah konflik di wilayah 
tersebut melalui mekanisme dialog dan 
kerja sama (Baviera, 2016). 

Selain itu, latihan militer 
bersama dan patroli maritim yang 
dilakukan oleh negara-negara di 
kawasan Indo-Pasifik juga merupakan 
bentuk diplomasi maritim yang efektif. 
Latihan seperti Rim of the Pacific Exercise 
(RIMPAC) yang melibatkan banyak 
negara, termasuk Amerika Serikat, 
Jepang, Australia, dan negara-negara 
ASEAN, bertujuan untuk meningkatkan 
interoperabilitas dan kerja sama militer 
antar negara dalam menghadapi 
ancaman maritim (Smith, 2018). Latihan 
ini tidak hanya meningkatkan 
kemampuan militer, tetapi juga 
membangun kepercayaan dan 
memperkuat hubungan diplomatik antar 
negara peserta. Kerja sama intelijen dan 
pertukaran informasi juga menjadi 
komponen penting dalam diplomasi 
maritim. Negara-negara di kawasan 
Indo-Pasifik sering berbagi informasi 
intelijen terkait pergerakan kapal, 
aktivitas ilegal, dan ancaman keamanan 
lainnya untuk meningkatkan efektivitas 
patroli maritim dan operasi keamanan. 
Contohnya adalah kerja sama intelijen 
antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina 
dalam mengatasi perompakan dan 
terorisme maritim di perairan Sulu dan 
Celebes (Bradford, 2019). 

Inisiatif-inisiatif seperti 
Maritime Silk Road yang diusulkan oleh 
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China sebagai bagian dari Belt and Road 
Initiative (BRI) juga memiliki implikasi 
penting bagi diplomasi maritim di 
kawasan Indo-Pasifik. Proyek ini 
bertujuan untuk meningkatkan 
konektivitas maritim dan perdagangan 
antar negara di wilayah ini melalui 
pembangunan infrastruktur pelabuhan 
dan rute pelayaran baru (Summers, 
2018). Meskipun proyek ini memiliki 
potensi untuk meningkatkan kerja sama 
ekonomi dan keamanan maritim, 
beberapa negara juga mengkhawatirkan 
bahwa inisiatif ini dapat meningkatkan 
pengaruh China di kawasan dan 
menimbulkan ketegangan geopolitik 
baru. Diplomasi maritim juga melibatkan 
penguatan kerangka kerja hukum 
maritim internasional, seperti United 
Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS). UNCLOS menyediakan dasar 
hukum bagi negara-negara untuk 
mengklaim hak-hak maritim mereka dan 
menyelesaikan sengketa secara damai. 
Implementasi dan kepatuhan terhadap 
UNCLOS sangat penting untuk menjaga 
stabilitas dan keamanan maritim di 
kawasan Indo-Pasifik (Beckman, 2013). 

Namun, diplomasi maritim tidak 
selalu berjalan mulus. Perbedaan 
kepentingan nasional dan ketegangan 
geopolitik sering kali menjadi hambatan 
dalam mencapai kesepakatan dan kerja 
sama. Contohnya adalah ketegangan 
antara Amerika Serikat dan China di Laut 
China Selatan, di mana kedua negara 
memiliki pandangan yang berbeda 
tentang kebebasan navigasi dan hak-hak 
maritim. Ketegangan ini sering kali 
menghambat upaya diplomasi maritim 
dan meningkatkan risiko konflik di 
kawasan tersebut (Poling, 2017). Untuk 
meningkatkan efektivitas diplomasi 
maritim dalam menghadapi tantangan 
keamanan di kawasan Indo-Pasifik, 
diperlukan koordinasi yang lebih erat 
antara negara-negara kawasan dan 
dukungan dari komunitas internasional. 
Negara-negara harus bekerja sama untuk 

meningkatkan kapasitas institusi 
maritim, memperkuat kerangka kerja 
hukum internasional, dan 
mengembangkan mekanisme dialog 
yang efektif untuk menyelesaikan 
sengketa secara damai. Selain itu, 
peningkatan transparansi dan 
komunikasi antar negara juga penting 
untuk membangun kepercayaan dan 
mengurangi risiko ketegangan militer. 

Diplomasi maritim memainkan 
peran yang sangat penting dalam 
meningkatkan pertahanan laut dan 
menjaga keamanan di kawasan Indo-
Pasifik. Meskipun terdapat berbagai 
tantangan, upaya diplomasi maritim 
yang dilakukan melalui kerja sama 
internasional, latihan militer bersama, 
pertukaran informasi, dan penguatan 
kerangka kerja hukum internasional 
telah memberikan kontribusi yang 
signifikan dalam menghadapi ancaman 
keamanan maritim di wilayah ini. 
Dengan terus memperkuat upaya 
diplomasi maritim, negara-negara di 
kawasan Indo-Pasifik dapat bersama-
sama menjaga stabilitas dan keamanan 
maritim, serta memajukan kepentingan 
ekonomi dan strategis mereka. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan deskriptif 
untuk menganalisis efektivitas diplomasi 
maritim dalam meningkatkan 
pertahanan laut di kawasan Indo-Pasifik. 
Pendekatan kualitatif dipilih karena 
memungkinkan peneliti untuk 
memahami secara mendalam fenomena 
yang kompleks dan dinamis, seperti 
hubungan diplomatik dan strategi 
pertahanan maritim, melalui analisis 
yang mendetail dan interpretatif 
(Creswell, 2014). Pendekatan deskriptif 
digunakan untuk memberikan gambaran 
yang jelas dan sistematis tentang kondisi 
aktual diplomasi maritim dan tantangan 
keamanan di kawasan tersebut 
(Neuman, 2011). Data yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari berbagai 
sumber, termasuk dokumen kebijakan, 
laporan resmi, artikel jurnal, dan 
literatur terkait. Penggunaan data 
sekunder memungkinkan peneliti untuk 
mengakses informasi yang luas dan 
mendalam tentang topik yang diteliti, 
serta memungkinkan perbandingan dan 
analisis yang lebih komprehensif 
(Bowen, 2009). Artikel jurnal akademik 
dan literatur terkait juga menjadi 
sumber data penting dalam penelitian 
ini. Artikel jurnal memberikan analisis 
yang mendalam dan berbasis penelitian 
tentang berbagai aspek diplomasi 
maritim dan keamanan maritim di 
kawasan Indo-Pasifik. Literasi ini 
mencakup studi kasus, teori, dan temuan 
empiris yang relevan dengan topik 
penelitian (Bryman, 2016) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Diplomasi Maritim di 
Kawasan Indo-Pasifik 

Gambaran Umum tentang 
Inisiatif Diplomasi Maritim di 
Kawasan Indo-Pasifik 

Kawasan Indo-Pasifik telah 
menjadi fokus utama dalam strategi 
keamanan global, terutama terkait 
dengan keamanan maritim. Diplomasi 
maritim di kawasan ini melibatkan 
berbagai inisiatif yang bertujuan untuk 
mempromosikan kerja sama 
antarnegara, mengurangi ketegangan, 
dan memastikan keamanan serta 
stabilitas maritim. Inisiatif-inisiatif ini 
mencakup perjanjian bilateral dan 
multilateral, latihan militer bersama, 
serta forum dialog regional. Salah satu 
inisiatif penting adalah ASEAN Regional 
Forum (ARF) yang berfungsi sebagai 
platform untuk dialog tentang keamanan 
regional, termasuk masalah maritim. 
ARF memfasilitasi diskusi tentang 
peningkatan kerja sama maritim, 
penyelesaian sengketa secara damai, dan 
upaya bersama dalam menghadapi 
tantangan keamanan maritim seperti 

perompakan dan penyelundupan 
(ASEAN, 2019). Selain itu, East Asia 
Summit (EAS) juga memainkan peran 
penting dalam diplomasi maritim dengan 
melibatkan negara-negara besar seperti 
Amerika Serikat, China, Jepang, dan India 
dalam diskusi tentang keamanan 
maritim dan kerja sama ekonomi 
(Medcalf, 2014). 

 
Negara-negara yang Aktif 

dalam Diplomasi Maritim dan Strategi 
Mereka 

Beberapa negara di kawasan 
Indo-Pasifik aktif dalam diplomasi 
maritim, dengan strategi dan inisiatif 
yang berbeda-beda sesuai dengan 
kepentingan nasional mereka. 

 
1. Amerika Serikat 
Amerika Serikat memiliki 

kepentingan strategis yang besar di 
kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam 
menjaga kebebasan navigasi dan 
mencegah dominasi China di wilayah 
tersebut. Strategi maritim Amerika 
Serikat melibatkan kerja sama dengan 
sekutu dan mitra di kawasan ini melalui 
latihan militer bersama, penempatan 
angkatan laut, dan perjanjian keamanan. 
Contoh penting adalah latihan Rim of the 
Pacific Exercise (RIMPAC) yang 
merupakan latihan maritim multilateral 
terbesar di dunia, melibatkan lebih dari 
20 negara untuk meningkatkan 
interoperabilitas dan kerja sama maritim 
(Smith, 2018). Selain itu, Amerika Serikat 
juga aktif dalam mengadvokasi 
kebebasan navigasi melalui operasi 
Freedom of Navigation Operations 
(FONOPs) di Laut China Selatan, yang 
bertujuan untuk menantang klaim 
maritim berlebihan dan memastikan 
akses bebas ke jalur pelayaran 
internasional (Poling, 2017). 

 
 
 
2. China 



Nurfaizah Azhari Daniela, Agus Adriyanto, I Wayan Warka 
Efektivitas Diplomasi Maritim Dalam Meningkatkan Pertahanan Laut Di Kawasan Indo…...…(Hal 3589-3599) 
 

3593 
 

China juga sangat aktif dalam 
diplomasi maritim, meskipun 
pendekatannya sering kali menimbulkan 
kontroversi. China mengklaim hampir 
seluruh Laut China Selatan berdasarkan 
peta sembilan garis putus-putus (nine-
dash line), yang telah ditolak oleh 
Pengadilan Arbitrase Internasional pada 
tahun 2016. Meski demikian, China terus 
memperkuat kehadirannya di wilayah 
tersebut dengan membangun pulau 
buatan dan fasilitas militer. Sebagai 
bagian dari Belt and Road Initiative 
(BRI), China mempromosikan Maritime 
Silk Road yang bertujuan untuk 
meningkatkan konektivitas maritim dan 
perdagangan dengan negara-negara di 
kawasan Indo-Pasifik melalui 
pembangunan infrastruktur pelabuhan 
dan jalur pelayaran baru (Summers, 
2018). Diplomasi maritim China sering 
kali dikritik sebagai upaya untuk 
memperluas pengaruh dan kontrolnya di 
wilayah tersebut, namun juga 
menawarkan peluang kerja sama 
ekonomi yang signifikan bagi negara-
negara mitra. 

 
3. Jepang 
Jepang juga merupakan pemain 

kunci dalam diplomasi maritim di Indo-
Pasifik, dengan fokus pada keamanan 
maritim dan pembangunan kapasitas. 
Jepang telah memperkuat hubungan 
maritim dengan negara-negara ASEAN 
melalui inisiatif seperti Maritime Safety 
and Security Policy Program yang 
menyediakan pelatihan dan bantuan 
teknis kepada angkatan laut dan penjaga 
pantai negara-negara mitra (Koga, 
2016). Selain itu, Jepang juga 
berpartisipasi dalam latihan militer 
bersama seperti Malabar Exercise 
dengan Amerika Serikat dan India, yang 
bertujuan untuk meningkatkan kerja 
sama keamanan maritim di kawasan 
(Panda, 2018). Strategi maritim Jepang 
didasarkan pada prinsip-prinsip 

kebebasan navigasi, supremasi hukum, 
dan penyelesaian sengketa secara damai. 

 
4. India 
India, sebagai negara besar di 

Samudra Hindia, memiliki kepentingan 
strategis yang signifikan dalam menjaga 
keamanan maritim di kawasan Indo-
Pasifik. Strategi maritim India 
menekankan pada peningkatan 
kehadiran angkatan laut di Samudra 
Hindia dan perluasan kerja sama dengan 
negara-negara kawasan melalui latihan 
militer dan dialog maritim. Contoh 
penting adalah Indian Ocean Naval 
Symposium (IONS) yang mengumpulkan 
angkatan laut negara-negara di kawasan 
Samudra Hindia untuk membahas isu-isu 
keamanan maritim dan meningkatkan 
kerja sama (Scott, 2017). Selain itu, India 
juga berpartisipasi dalam latihan 
trilateral Malabar dengan Amerika 
Serikat dan Jepang, yang bertujuan untuk 
memperkuat interoperabilitas dan 
koordinasi dalam menghadapi ancaman 
maritim. 

 
2. Evaluasi Efektivitas 

Diplomasi Maritim 
Analisis Keberhasilan dan 

Tantangan Diplomasi Maritim di 
Kawasan Indo-Pasifik 

Diplomasi maritim di kawasan 
Indo-Pasifik telah mencapai beberapa 
keberhasilan signifikan, meskipun masih 
dihadapkan pada berbagai tantangan. 
Keberhasilan diplomasi maritim dapat 
dilihat dari peningkatan kerja sama 
multilateral, penguatan kerangka kerja 
hukum internasional, dan implementasi 
inisiatif keamanan maritim. Salah satu 
contoh keberhasilan adalah 
pembentukan dan pelaksanaan Code for 
Unplanned Encounters at Sea (CUES), 
yang telah membantu mengurangi risiko 
insiden maritim antara angkatan laut 
berbagai negara di kawasan ini (Joyner, 
2016). Selain itu, berbagai latihan militer 
multilateral seperti Rim of the Pacific 
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(RIMPAC) dan Malabar Exercise telah 
memperkuat interoperabilitas dan 
koordinasi antarangkatan laut, yang 
pada gilirannya meningkatkan 
keamanan maritim di kawasan (Smith, 
2018; Panda, 2018). 

Namun, diplomasi maritim di 
Indo-Pasifik juga menghadapi sejumlah 
tantangan. Pertama, ketegangan yang 
terus berlangsung di Laut China Selatan 
akibat klaim teritorial yang tumpang 
tindih, terutama antara China dan 
beberapa negara ASEAN seperti Vietnam 
dan Filipina. Ketegangan ini sering kali 
mempersulit upaya diplomasi maritim, 
karena negara-negara yang terlibat lebih 
fokus pada mempertahankan klaim 
teritorial mereka daripada bekerja sama 
untuk keamanan maritim kolektif 
(Beckman, 2013). Kedua, ketidakstabilan 
politik dan ekonomi di beberapa negara 
di kawasan ini juga menjadi hambatan 
bagi diplomasi maritim yang efektif. 
Misalnya, krisis politik di Myanmar telah 
mengganggu partisipasi negara tersebut 
dalam inisiatif regional (Jones, 2021). 
Selain itu, adanya perbedaan 
kepentingan nasional dan prioritas 
keamanan antara negara-negara besar 
seperti Amerika Serikat, China, dan India 
sering kali menyebabkan kurangnya 
kesepahaman dalam diplomasi maritim. 
Amerika Serikat, misalnya, menekankan 
pentingnya kebebasan navigasi dan 
aturan hukum internasional, sementara 
China lebih fokus pada pengamanan 
kepentingan teritorial dan pengaruhnya 
di kawasan tersebut (Poling, 2017). 
India, di sisi lain, cenderung menekankan 
pada peningkatan kapasitas maritim di 
Samudra Hindia dan memperluas 
pengaruhnya melalui inisiatif seperti 
SAGAR (Security and Growth for All in 
the Region) (Scott, 2017). 

 
Studi Kasus tentang Inisiatif 

Diplomasi Maritim yang Berhasil 
Salah satu studi kasus yang 

menunjukkan keberhasilan diplomasi 
maritim adalah inisiatif Trilateral 

Cooperative Agreement (TCA) antara 
Indonesia, Malaysia, dan Filipina. TCA 
diluncurkan pada tahun 2016 sebagai 
tanggapan terhadap meningkatnya 
ancaman perompakan dan terorisme di 
Laut Sulu. Inisiatif ini melibatkan patroli 
maritim bersama, pertukaran informasi 
intelijen, dan latihan militer bersama 
antara angkatan laut ketiga negara 
(Pratama, 2020). Sejak implementasi 
TCA, insiden perompakan dan 
penculikan di Laut Sulu telah menurun 
secara signifikan. Keberhasilan ini 
sebagian besar disebabkan oleh 
peningkatan koordinasi dan komunikasi 
antara angkatan laut ketiga negara, serta 
kehadiran patroli maritim yang lebih 
sering dan terkoordinasi (Wee, 2019). 
Selain itu, TCA juga telah memperkuat 
hubungan diplomatik antara Indonesia, 
Malaysia, dan Filipina, menciptakan 
dasar yang lebih kuat untuk kerja sama 
keamanan maritim di masa depan (Hara, 
2019). Contoh lain dari keberhasilan 
diplomasi maritim adalah kerjasama 
antara Australia dan negara-negara 
Pasifik melalui Pacific Maritime Security 
Program (PMSP). Program ini bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas maritim 
negara-negara Pasifik dalam 
menghadapi ancaman seperti 
penangkapan ikan ilegal, perdagangan 
narkotika, dan pelanggaran hak-hak 
maritim. PMSP menyediakan pelatihan, 
peralatan, dan dukungan teknis kepada 
angkatan laut dan penjaga pantai negara-
negara Pasifik, serta memfasilitasi 
pertukaran informasi dan koordinasi 
operasi maritim (Bateman, 2018). 
Keberhasilan PMSP terlihat dari 
peningkatan jumlah operasi penegakan 
hukum maritim yang berhasil dilakukan 
oleh negara-negara Pasifik, serta 
peningkatan kesadaran dan kapasitas 
mereka dalam menangani ancaman 
maritim. Misalnya, program ini telah 
membantu Vanuatu dan Papua Nugini 
dalam menangkap kapal-kapal yang 
terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, 
yang sebelumnya sulit diatasi karena 
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keterbatasan sumber daya dan kapasitas 
(Dunn, 2020). 

 
3. Dampak Diplomasi 

Maritim terhadap Pertahanan Laut 
Bagaimana Diplomasi Maritim 

telah Memperkuat Pertahanan Laut di 
Kawasan Indo-Pasifik 

Diplomasi maritim di kawasan 
Indo-Pasifik telah memainkan peran 
penting dalam memperkuat pertahanan 
laut. Salah satu dampak paling signifikan 
adalah peningkatan kerja sama 
multilateral yang memperkuat 
kemampuan kolektif negara-negara di 
kawasan ini untuk mengatasi berbagai 
ancaman maritim. Inisiatif diplomasi 
maritim seperti Code for Unplanned 
Encounters at Sea (CUES) telah 
membantu mengurangi ketegangan dan 
mencegah insiden di laut, dengan 
menciptakan prosedur standar bagi 
kapal-kapal militer yang bertemu di laut 
(Joyner, 2016). Protokol ini 
memfasilitasi komunikasi yang lebih 
baik dan mendorong perilaku yang 
bertanggung jawab di laut, yang pada 
gilirannya meningkatkan stabilitas dan 
keamanan maritim di kawasan ini. 

Selain itu, latihan militer 
bersama seperti Rim of the Pacific 
(RIMPAC) dan Malabar Exercise telah 
meningkatkan interoperabilitas 
angkatan laut di kawasan Indo-Pasifik. 
Latihan-latihan ini tidak hanya 
meningkatkan kemampuan operasional 
tetapi juga membangun kepercayaan di 
antara negara-negara peserta. Misalnya, 
RIMPAC, yang merupakan latihan 
angkatan laut multinasional terbesar di 
dunia, telah melibatkan lebih dari 25 
negara dan menunjukkan pentingnya 
kerja sama dalam menghadapi tantangan 
maritim yang kompleks (Smith, 2018). 
Keberhasilan latihan ini menunjukkan 
bagaimana diplomasi maritim dapat 
mengatasi perbedaan nasional dan 
menciptakan kerangka kerja yang 
memungkinkan negara-negara untuk 

bekerja sama lebih efektif dalam 
mengamankan perairan mereka. 

 
Peran Kerja Sama Regional 

dan Internasional dalam 
Meningkatkan Keamanan Maritim 

Kerja sama regional dan 
internasional merupakan komponen 
kunci dari diplomasi maritim yang efektif 
di Indo-Pasifik. Salah satu contoh 
signifikan adalah ASEAN Regional Forum 
(ARF) yang telah menjadi platform 
penting untuk membahas isu-isu 
keamanan maritim. ARF 
mempromosikan dialog dan kerja sama 
antara negara-negara anggota dalam 
menghadapi ancaman maritim seperti 
perompakan, penangkapan ikan ilegal, 
dan penyelundupan (Beckman, 2013). 
Selain itu, ARF juga mendukung inisiatif 
seperti pembentukan jaringan informasi 
maritim untuk meningkatkan 
pertukaran data dan intelijen antara 
negara-negara anggota, yang esensial 
untuk deteksi dan respon cepat terhadap 
ancaman maritim. Kerja sama bilateral 
juga memainkan peran penting dalam 
diplomasi maritim di Indo-Pasifik. 
Contoh konkret adalah perjanjian antara 
Amerika Serikat dan Filipina, yang 
dikenal sebagai Enhanced Defense 
Cooperation Agreement (EDCA). 
Perjanjian ini memungkinkan 
peningkatan kehadiran militer AS di 
Filipina dan menyediakan fasilitas untuk 
latihan militer bersama serta dukungan 
logistik. EDCA telah memperkuat 
kemampuan pertahanan laut Filipina 
dan meningkatkan kapasitas negara 
tersebut dalam mengamankan perairan 
teritorialnya (Poling, 2017). 

Selain itu, kemitraan strategis 
antara India dan Jepang dalam konteks 
keamanan maritim juga menunjukkan 
bagaimana kerja sama bilateral dapat 
memperkuat pertahanan laut. Kedua 
negara telah mengadakan latihan 
angkatan laut bersama dan 
berkolaborasi dalam teknologi maritim 
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serta pertukaran informasi. Kerja sama 
ini tidak hanya meningkatkan 
kemampuan operasional angkatan laut 
India dan Jepang tetapi juga memperkuat 
posisi strategis mereka dalam 
menghadapi tantangan maritim di 
kawasan (Scott, 2017). Kerja sama 
internasional melalui organisasi seperti 
International Maritime Organization 
(IMO) juga berkontribusi signifikan 
terhadap keamanan maritim. IMO 
menetapkan standar global untuk 
keselamatan maritim dan pencegahan 
polusi laut, serta memfasilitasi kerja 
sama internasional dalam penegakan 
hukum maritim. Partisipasi negara-
negara Indo-Pasifik dalam IMO 
membantu memastikan bahwa 
kebijakan dan praktik mereka sesuai 
dengan standar internasional, yang 
esensial untuk menciptakan lingkungan 
maritim yang aman dan teratur 
(Bateman, 2018). 

Studi kasus yang menunjukkan 
dampak positif dari diplomasi maritim 
adalah keberhasilan Pacific Maritime 
Security Program (PMSP) yang diinisiasi 
oleh Australia. Program ini bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas maritim 
negara-negara Pasifik dalam 
menghadapi ancaman seperti 
penangkapan ikan ilegal dan 
perdagangan narkotika. PMSP 
menyediakan pelatihan, peralatan, dan 
dukungan teknis, serta memfasilitasi 
pertukaran informasi dan koordinasi 
operasi maritim. Sejak implementasi 
PMSP, negara-negara Pasifik telah 
menunjukkan peningkatan signifikan 
dalam kemampuan mereka untuk 
menangani ancaman maritim, yang 
memperkuat keamanan maritim di 
kawasan tersebut (Dunn, 2020). 

Diplomasi maritim di Indo-
Pasifik telah memperkuat pertahanan 
laut melalui peningkatan kerja sama 
multilateral dan bilateral, serta melalui 
partisipasi dalam organisasi 
internasional. Inisiatif ini tidak hanya 
meningkatkan kemampuan operasional 

angkatan laut negara-negara di kawasan 
ini tetapi juga membangun kepercayaan 
dan kemitraan strategis yang esensial 
untuk mengatasi tantangan maritim yang 
kompleks dan beragam. 

 
4. Faktor Pendukung dan 

Penghambat 
Identifikasi Faktor-Faktor 

yang Mendukung dan Menghambat 
Efektivitas Diplomasi Maritim 

Dalam menganalisis efektivitas 
diplomasi maritim di kawasan Indo-
Pasifik, penting untuk memahami faktor-
faktor yang mendukung serta yang 
menghambat upaya diplomasi tersebut. 
Faktor-faktor ini mencakup aspek 
politik, ekonomi, teknologi, dan sosial 
yang mempengaruhi bagaimana negara-
negara di kawasan ini berinteraksi dan 
berkolaborasi dalam menjaga keamanan 
maritim. 

 
Faktor Pendukung 
Salah satu faktor pendukung 

utama adalah komitmen politik yang 
kuat dari negara-negara di kawasan 
Indo-Pasifik. Banyak negara di kawasan 
ini menyadari pentingnya stabilitas dan 
keamanan maritim untuk pertumbuhan 
ekonomi dan keamanan nasional 
mereka. Misalnya, negara-negara 
anggota ASEAN telah menunjukkan 
komitmen mereka melalui berbagai 
inisiatif seperti ASEAN Maritime Forum 
dan perjanjian-perjanjian bilateral untuk 
meningkatkan kerja sama maritim 
(Rosenberg, 2014). Komitmen ini 
memperkuat kerangka kerja diplomasi 
maritim dan memastikan adanya 
dukungan politik yang berkelanjutan. 
Kemajuan teknologi juga memainkan 
peran penting dalam mendukung 
diplomasi maritim. Teknologi 
pengawasan maritim yang canggih, 
seperti penggunaan satelit dan drone, 
telah meningkatkan kemampuan negara-
negara untuk memantau perairan 
mereka secara efektif. Teknologi ini tidak 
hanya membantu dalam deteksi dini 
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ancaman tetapi juga dalam 
mengumpulkan data yang penting untuk 
pengambilan keputusan strategis 
(Bateman, 2018). Dengan adanya 
teknologi ini, negara-negara dapat lebih 
responsif terhadap ancaman maritim 
dan meningkatkan koordinasi dalam 
operasi keamanan maritim. 

Kerja sama internasional juga 
merupakan faktor pendukung yang 
signifikan. Organisasi internasional 
seperti International Maritime 
Organization (IMO) dan berbagai inisiatif 
multilateral seperti Proliferation Security 
Initiative (PSI) menyediakan platform 
untuk dialog dan kerja sama dalam isu-
isu maritim. Melalui partisipasi dalam 
organisasi dan inisiatif ini, negara-negara 
dapat berbagi informasi, sumber daya, 
dan best practices yang meningkatkan 
efektivitas diplomasi maritim mereka 
(Beckman, 2013). Kerja sama ini juga 
membantu dalam membangun 
kepercayaan dan transparansi di antara 
negara-negara yang memiliki 
kepentingan maritim yang sama. 

 
Faktor Penghambat 
Terdapat beberapa faktor 

penghambat yang dapat mengurangi 
efektivitas diplomasi maritim. Salah satu 
hambatan utama adalah ketegangan 
geopolitik yang sering terjadi di kawasan 
ini. Contohnya, sengketa teritorial di Laut 
China Selatan antara China dan beberapa 
negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, 
dan Malaysia. Sengketa ini menciptakan 
ketidakstabilan dan ketidakpercayaan di 
antara negara-negara tersebut, yang 
menghambat upaya kolaborasi dan kerja 
sama maritim (Buszynski, 2012). 
Ketegangan geopolitik ini juga dapat 
mempengaruhi komitmen politik 
negara-negara untuk berpartisipasi 
dalam inisiatif diplomasi maritim yang 
ada. 

Keterbatasan sumber daya juga 
merupakan faktor penghambat yang 
signifikan. Banyak negara di kawasan 

Indo-Pasifik, terutama negara-negara 
berkembang, menghadapi tantangan 
dalam hal pendanaan dan kapabilitas 
teknis untuk memantau dan 
mengamankan perairan mereka. 
Keterbatasan ini seringkali menghambat 
kemampuan mereka untuk 
berpartisipasi secara efektif dalam kerja 
sama maritim internasional dan untuk 
menegakkan hukum maritim di perairan 
mereka (Cohen, 2017). Selain itu, 
kurangnya infrastruktur maritim yang 
memadai juga dapat menghambat 
operasi keamanan maritim dan respon 
terhadap ancaman maritim. 

Perbedaan kebijakan dan 
kepentingan nasional antara negara-
negara di kawasan ini juga menjadi 
penghambat bagi efektivitas diplomasi 
maritim. Setiap negara memiliki 
prioritas dan kepentingan maritim yang 
berbeda, yang kadang-kadang dapat 
bertentangan satu sama lain. Perbedaan 
ini seringkali membuat sulit untuk 
mencapai kesepakatan dan 
implementasi kebijakan maritim yang 
efektif di tingkat regional (Kraska, 2011). 
Misalnya, perbedaan dalam pendekatan 
terhadap penangkapan ikan ilegal atau 
hak lintas laut dapat menimbulkan 
ketegangan dan menghambat kerja sama 
yang lebih luas. 
 
SIMPULAN 

Diplomasi maritim telah menjadi 
alat yang efektif dalam mengatasi 
berbagai tantangan keamanan maritim 
melalui berbagai inisiatif multilateral 
dan bilateral. Negara-negara seperti 
Amerika Serikat, Jepang, dan India telah 
menunjukkan komitmen yang kuat 
dalam mempromosikan kerja sama 
maritim melalui latihan militer bersama, 
perjanjian keamanan, dan forum dialog, 
yang pada akhirnya meningkatkan 
interoperabilitas dan kapasitas kolektif 
mereka dalam menghadapi ancaman 
maritim. Keberhasilan diplomasi 
maritim di kawasan ini bervariasi, 



NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11 (9) (2024): 3589-3599 
 

 

3598 
 

dengan beberapa inisiatif yang berhasil 
memperkuat kerja sama dan respons 
terhadap ancaman maritim. Kerja sama 
dalam bentuk latihan militer bersama 
dan berbagi intelijen telah meningkatkan 
kapasitas operasional angkatan laut 
negara-negara di kawasan ini. Namun, 
ada pula tantangan yang menghambat 
efektivitas diplomasi maritim, seperti 
ketegangan geopolitik yang 
menimbulkan ketidakpercayaan dan 
menghambat kolaborasi Diplomasi 
maritim juga telah memperkuat 
pertahanan laut di kawasan Indo-Pasifik 
melalui peningkatan koordinasi dan 
kerja sama regional. Teknologi 
pengawasan maritim yang canggih telah 
mendukung diplomasi maritim dengan 
meningkatkan kemampuan negara-
negara untuk memantau perairan 
mereka dan merespons ancaman secara 
efektif. Namun, efektivitas diplomasi 
maritim tidak lepas dari berbagai faktor 
pendukung dan penghambat. Komitmen 
politik yang kuat, kemajuan teknologi, 
dan kerja sama internasional merupakan 
faktor-faktor yang mendukung 
efektivitas diplomasi maritim. 
Sebaliknya, ketegangan geopolitik, 
keterbatasan sumber daya, dan 
perbedaan kebijakan antara negara-
negara merupakan hambatan yang 
signifikan. Diplomasi maritim memiliki 
peran penting dalam meningkatkan 
pertahanan laut di kawasan Indo-Pasifik. 
Meskipun ada tantangan, keberhasilan 
beberapa inisiatif menunjukkan bahwa 
dengan komitmen politik yang kuat, 
dukungan teknologi, dan kerja sama 
internasional, negara-negara di kawasan 
ini dapat meningkatkan stabilitas dan 
keamanan maritim mereka. Diplomasi 
maritim yang efektif memerlukan 
pemahaman yang mendalam tentang 
dinamika regional dan kesediaan untuk 
berkolaborasi meskipun ada perbedaan 
kepentingan nasional. Dengan demikian, 
diplomasi maritim tetap menjadi 
instrumen penting dalam menjaga 

keamanan dan stabilitas maritim di 
kawasan Indo-Pasifik. 
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